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2 | Latar Belakang Pendidikan Inklusi 

A. PENDAHULUAN: MENELAAH LATAR BELAKANG 

PENDIDIKAN INKLUSI 

Pendidikan inklusif merupakan seseuatu yang baru di dunia pendidikan 

Indonesia. Istilah pendidikan inklusif atau inklusi, mulai mengemuka sejak 

tahun 1990, ketika konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua, yang 

diteruskan dengan pernyataan  tentang pendidikan inklusif pada tahun 1994. 

Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang diperuntukan bagi peserta 

didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 

karena memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki 

potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Oleh karena itu, untuk mendorong 

kemampuan pembelajaran mereka dibutuhkan lingkungan belajar yang 

kondusif, baik tempat belajar, metoda, sistem penilaian, sarana dan prasarana 

serta yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya media pendidikan yang 

memadai sesuai dengan kebutuhan peserta didik.  

Pendidikan inklusi adalah hak asasi, dan ini merupakan pendidikan yang 

baik untuk meningkatkan toleransi sosial. Secara sederhana ada beberapa hal 

yang bisa kita pertimbangkan, antara lain: (a) Semua anak memiliki hak untuk 

belajar secara bersama-sama, (b) Keberadaan anak- anak jangan 

didiskriminasikan, dipisahkan, dikucilkan karena kekurangmampuan atau 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran, (c) Tidak ada satupun ketentuan 

untuk mengucilkan anak dalam pendidikan. Pendidikan inklusif merujuk pada 

pendidikan untuk semua yang berusaha menjangkau semua orang tanpa 

kecuali. Perubahan pendidikan melalui pendidikan inklusif memiliki arti 

penting khususnya dalam kerangka pengembangan pendidikan bagi anak 

berkebutuhan khusus. Secara teoritis pendidikan inklusif adalah proses 

pendidikan yang memungkinkan semua anak berkesempatan untuk 

berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas reguler, tanpa memandang 

kelainan, ras, atau karakteristik lainnya.  

Secara umum pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia 

dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Oleh sebab itu inti dari pendidikan inklusi adalah hak azasi manusia atas 

pendidikan. Suatu konsekuensi logis dari hak ini adalah semua anak 
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mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasikan 

dengan kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan lain-

lain. Tujuan praktis yang ingin dicapai dalam pendidikan inklusi meliputi 

tujuan langsung oleh anak, oleh guru, oleh orang tua dan oleh masyarakat. 

Pemerintah sebagai faktor utama dalam membuat kebijaksanaan 

pendidikan mengupayakan program pemerataan pendidikan dengan 

penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah suatu 

kebijaksanaan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa 

dinikmati oleh setiap warga negara agar memperoleh pendidikan   tanpa 

memandang anak berkebutuhan khusus dan anak normal agar bisa bersekolah 

dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan 

hidupnya. 

 

 

B. PENDIDIKAN INKLUSI DALAM PERSPEKTIF UMUM 

Istilah Inklusi memiliki makna yang sangat luas. Pengertian inklusi 

digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan 

mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk 

dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar 

belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya. Konsep 

inklusi muncul karena adanya prilaku bersifat eksklusi atau peminggiran 

orang-orang tertentu oleh masyarakat atau Negara yang diluar nalar 

kewarasan. Peminggiran dan pemarginalan orang-orang tertentu yang 

mengakibatkan ketidakadilan sosial memunculkan perjuangan inklusi. 

Pendidikan inklusif lahir sebagai bentuk ketidak puasan penyelenggaran 

pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan 

sisitem segregasi. Sistem segregasi adalah sistem penyelenggalan sekolah 

yang diperuntukan bagi anak-anak yang memiliki kelainan atau anak-anak 

berkebutuhan khusus. Sistem ini dipandang bertentangan dengan tujuan 

pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dimana tujuaan 

penyelenggaran pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah untuk 

mempersiapkan mereka untuk dapat berinteraksi dengan mandiri di 

lingkungan masyarakat. Namun dalam proses penyelenggaran pendidikan, 

sistem segregasi justru di pisahkan dengan lingkungan masyarakat, 
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A. KONSEP PENDIDIKAN INKLUSI 

Pendidikan Inklusi merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan 

yang sama kepada seluruh peserta didik (Puspitaningtyas, 2020). Proses 

pembelajaran secara menyeluruh menghadapkan peserta didik berkebutuahn 

khusus dengan peserta didik lainnya. Iklusi juga tidak memberi ruang 

perbedaan pada tingkat kebutuhan khusus tertentu (Supena, 2005). Peserta 

didik berkebutuhan khusus dengan tingkat ringan, sedang, dan berat 

mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran (Irdamurni, 

2020). 

Argumentasi ini selaras dengan UUD 1945 yang tertera dalam pasal 31 

ayat 1 dan 2. Tegasnya, pemerintah wajib membiayai proses pendidikan 

seluruh anak bangsa tanpa mengesampingkan tingkat kebutuhan khusus atau 

tidaknya peserta didik pada tingkat pendidikan dasar. UUD 1945 kemudian 

ditindaklanjuti secara teknis dengan munculnya UU no. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (SISDIKNAS) yang tertera dalam 

pasal 5 ayat 1 dengan tegas memberi kesempatan yang sama kepada seluruh 

peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dasar UU ini 

mempertegas tidak adanya perbedaan hak peserta didik berkebutuhan khusus 

untuk belajar di sekolah yang sama dengan peserta didik lainnya (Jesslin & 

Kurniawati, 2020). 

Proses pembelajaran inklusi dipersiapkan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik dengan berbagai jenis dan tingkatan kebutuhan khusus peserta 

didik (Surya Kardiana & Westa, 2015). Pihak sekolah memberi perlengkapan 

pembelajaran sesuai dengan klasifikasi peserta didik tersebut. Sarana dan 

prasarana menjadi dasar keberhasilan peningkatan potensi peserta didik 

dengan tipe kebutuhan khusus tertentu (Ediyanto et al., 2021). Pembelajaran 

ini secara integral digabungkan dengan peserta didik non kebutuhan khusus. 

Beberapa stimulasi secara terencana, terprogram, dan terkontrol dengan baik 

(Marcillia & Widodo, 2020). Peningkatan potensi peserta didik yang memiliki 

kebutuhan khusus terbantu dengan potensi peserta didik lain yang tidak 

memiliki kebutuhan khusus. Secara skematik konsep ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Skema Pembelajaran Inklusi 

 
Titik dasar pembelajaran di ruangan yang sama. Perhatian penting harus 

ditekankan pada strategi pembelajaran (Ediyanto et al., 2021). Metode, media, 

evaluasi, dan peningkatan potensi peserta didik dirancang berbeda sesuai 

dengan perbedaan jenis kebutuhan khusus peserta didik. Klasifikasi ini 

memberi dampak teknis pada kebutuhan media, alat, dan jenis evaluasi yang 

harus disediakan. Sistem pendidikan inklusi harus memberi dampak positif 

bagi peserta didik dan pendidik (Jesslin & Kurniawati, 2020). Bagi peserta 

didik, sistem ini memberi peluang yang sama untuk berkembang sesuai 

dengan potensi masing-masing. Perkembangan ini sejalan dengan pengakuan 

peserta didik berkebutuhan khusus (Mais et al., 2016). Selain itu, peserta didik 

yang memiliki kebutuhan khusus merasa diperlakukan sama dengan peserta 

didik secara umum, mendapatkan media, sumber, dan penilaian yang sama, 

peningkatan kepercayaan diri, dan kesempatan untuk bermain, belajar, dan 

berkomunikasi bersama peserta didik lainnya (Suryaningrum et al., 2016). 

Bagi pendidik, pembelajaran ini memberi tantangan dan peluang yang 

cukup luas dan komprehensif. Pendidik bukan hanya didorong untuk 

menemukenali potensi peserta didik, namun menangani berbedaan jenis 

kebutuhan khusus dan komunikasi antar peserta didik berkebutuhan khusus 

dengan sesama dan non kebutuhan khusus (Reynolds & Fletcher-Janzen, 
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A. PENGANTAR 

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan manusia karena dalam 

hakikatnya manusia memerlukan pendidikan dalam mengembangkan dirinya 

dan pengetahuannya sehingga mampu membangun peradaban manusia 

sebagai makhluk ciptaan Tuahn dan makhluk sosial. Pendidikan merupakan 

salah satu hal yang  sangat penting diperoleh oleh setiap orang manusia. 

Tuti Khairani Harahap ( 2021 : 21) mengatahan bahwa Manusia adalah 

salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dimana yang membedakan 

manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya adalah memiliki akal 

dan pikiran, perasaan dan keyakinan bahwa mereka dapat meninggikan 

kualitas hidup mereka di dunia, yang tidak dimiliki makhluk lainnya yang 

diciptakan Tuhan. Karena itulah manusia disebut dengan makhluk yang paling 

tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lainnya yang diciptakan 

Tuhan. 

Rahmat Hidayat dan Abdillah, (2019 : 21) mengatakan bahwa Pendidikan 

sangat penting bagi kehidupan manusia karena pada hakekatnya manusia 

dalam mengembangkan kemampuan dirinya sebagai makhluk individu dan 

makhuk sosial dapat dilakukan dilakukan dengan pendidikan, sehingga 

manusia membutuhkan pendidikan. Hakikat manusia adalah manusia yang 

berkepribadian utuh yang dapat menyeleraskan, menyeimbangkan, dan 

menyerasikan aspek manusia sebagai makhluk individu, sosial, religius, 

bagian dari alam semesta, bagian dari bangsa-bangsa lain, dan kebutuhan 

untuk mengejar kemajuan lahir maupun kebahagiaan batin. Hakikat 

pendidikan adalah upaya sadar memanusiakan manusia muda untuk mencapai 

kedewasaan atau menemukan jati dirinya yang berlangsung seumur hidup atau 

sepanjang hayat. Hakikat tujuan pendidikan adalah mengantarkan anak 

manusia menjadi manusia paripurna yang mandiri dan dapat bertanggung 

jawab atas dirinya sendiri dan lingkungannya.  

Cecep Darmawan dalam buku Pendidikan menuju Indonesia Emas (2020 

: 1250 – 1251) bahwa pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga 

negara, sehingga harus dijamin dalam konstitusi. Pendidikan secara tegas 

diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:  
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1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidkan,  

2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 

wajib membiayainya. 

3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan 

Undang-Undang.  

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% 

dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 

penyelengaraan pendidikan nasional. 

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang ada di Indonesia 

karena dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara 

berkewajiban memberikan pelayanan bagi setiap warga negara dalam bidang 

pendidikan tanpa membeda-bedakan kondisi fisik dan sosial peserta didik atau 

anak didik yang mengikuti pendidikan yang saat ini dikenal dengan konsep 

pendidikan inklusi dengan mengeluarkan kebijakan publik tentang pendidikan 

inklusi.  

Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam 

menyelesaikan masalah-masalah publik serta melaksanakan urusan-urusan 

publik dalam berbagai aspek kehidupan. Analis kebijakan publik sangat 

diperlukan dalam membuat kebijakan publik yang mampu menyelesaikan 

masalah-masalah publik. 

Menurut Solichin Abdul Wahab (2002), analisis kebijakan adalah sebuah 

telaah kritis terhadap isu kebijakan tertentu, dilakukan oleh analis dan para 

pihak yang di pengaruhi kebijakan menggunakan ragam pendekatan dan 

metode untuk menghasilkan nasihat atau rekomendasi kebijakan guna 

membantu pembuat kebijakan dan para pihak yang akan dipengaruhi 

kebijakan dalam mencari solusi yang tepat atas masalah-masalah kebijakan 

yang relevan. 

Definisi yang disampaikan Solichin Abdul Wahab  menegaskan bahwa 

dalam setiap analisis kebijakan publik akan berupaya mempertemukan dua 
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A. PENGANTAR  

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dimiliki dan 

diterima oleh setiap manusia dan dijamin perolehannya bagi setiap warga 

negara Indonesia dalam Undang-Undang dasar 1945. Setiap orang berhak 

mendapatkan pendidikan dan merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia 

menyelenggarakan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi setiap 

warga negaranya tanpa pengecualian dan membuat perbedaan bagi anak didik 

atau peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan. Sehingga saat ini 

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melaksanakan pendidikan inklusi 

di Indonesia. 

Berikut ini pandangan beberapa ahli tentang pendidikan inklusi 

diantaranya adalah J. David Smith yang mengatakan bahwa Pendidikan 

Inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak 

berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. 

Kata inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu inclusion, yang digunakan dalam 

mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan ke dalam program 

sekolah.  

Menurut Stanback, W. and Sianback, S (1990) bahwa sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua 

siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang 

layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan 

setiap siswa dengan bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para 

guru, agar anak-anak berhasil.  

Pendidikan inklusif merupakan inti dari hak azazi manusia untuk 

memperoleh pendidikan. Konsekuensi logik dari hak ini adalah bahwa semua 

anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak 

mendiskriminasikan pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, 

jender, kapabilitas, budaya, dan kondisi lain (Unesco, 1994). Sekolah inklusif 

memiliki arti bahwa sekolah mengakomodasi semua anak tanpa 

menghiraukan kondisi phisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau 

kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak berkelainan/berkebutuhan 

pendidikan khusus dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak 

dari populasi terpencil dan pengembara, anak dari minoritas linguistik, etnik 

dan budaya serta anak-anak yang mempunyai kelemahan atau kelompok 

marginal lain. (Sari Rudiyati, 2011: 2-3) 
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Menurut Kemendikbud (2011 : 10) prinsip penyelenggaraan pendidikan 

inklusif didasarkan pada beberapa prinsip berikut. 

1. Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu 

Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi dalam upaya 

pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan 

peningkatan mutu pendidikan yang memungkinkan dapat memberikan 

akses pada semua siswa dan menghargai perbedaan. 

2. Prinsip keberagaman 

Adanya perbedaan individu dari sisi kemampuan, bakat, minat, serta 

kebutuhan siswa, sehingga pendidikan hendaknya diupayakan untuk 

menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu siswa. 

3. Prinsip kebermaknaan 

Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas 

yang ramah, menerima keberagaman dan menghargai perbedaan, serta 

bermakna bagi kemandirian siswa. 

4. Prinsip keberlanjutan 

Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua 

jenis, jalur dan jenjang pendidikan. 

5. Prinsip keterlibatan 

Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen 

pendidikan terkait. (Wahyudi dan Ratna Kristiawati, 2016 : 11).  

Pendidikan inklusi sangat penting dilakukan di Indonesia dan sudah 

dilaksanakan di satuan pendidikan namun belum berjalan secara menyeluruh.  

Bahasan berikut ini adalah tentang potret pendidikan inklusi di Indonesia.  

 

 

B. POTRET PENDIDIKAN INKLUSI DI INDONESIA  

Sebagaimana diketahui bahwa potret dapat diartikan dengan gambar atau 

gambaran realita tentang sesuatu.  Potret pendidikan inklusi di Indonesia 

adalah gambaran realita mengenai pelaksanaan atau penyelenggaraan 

pelayanan publik bagi anak didik atau peserta didik di satuan lembaga 

pendidikan dengan mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi 

phisik, intelektual, sosial, emosional, linguistic atau kondisi lain mereka 

dimana termasuk anak didik atau peserta didik dengan berkelainan/ 

berkebutuhan khusus termasuk anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, 
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A. KEBERAGAMAN PESERTA DIDIK  

Setaip peserta didik memiliki kemampuan masing-masing, semua 

memiliki hak untuk merealisasikan kemampuannya, dan mendapatkan 

pendidikan yang layak. Begitu beragam keunikan peserta didik ada yang 

berkebutuhan khusus dan peserta didik yang umum atau tidak berkebutuhan 

khusus. Keberagaman peserta didik di sekolah inklusi memiliki dasar 

wawasan kebersamaan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Sekolah 

inklusi melayani dan mengarahkan peserta didik yang berkelainan sesuai 

kemampuan masing-masing anak, dan memiliki kesempatan dapat bergabung 

dalam proses pembelajaran dengan teman sebayanya yang umum atau reguler. 

Peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan peserta didik reguler 

menyatu dalam kondisi pembelajaran yang sama, dalam lingkungan sekolah 

inklusi anak berkebutuhan dan reguler tidak bisa dipisahkan mereka sudah 

terbentuk sebagai suatu komunitas yang saling menguatkan dan saling 

membantu.  

Proses pembelajaran di sekolah inklusi menggunakan banyak pendekatan 

untuk seluruh peserta didik. Contohnya yang terjadi dilapangan dalam proses 

pembelajaran setiap guru mata pelajar memiliki banyak metode dalam 

penyampaian materi, dan kategori penilaian memiliki level yang ditetapkan 

oleh pihak sekolah misalnya level A untuk kategori peserta didik regular dan 

level B untuk peserta didik regular yang bergejala kebutuhan ringan dan level 

C untuk peserta didik berkebutuhan khusus bergejala berat. Metode 

penyampaian yang diberikan oleh guru mata pelajaran bermacam-macam 

seperti penyampaian materi dengan gambar, susunan kata yang singkat dapat 

dipahami dan jelas, memberikan dua atau tiga tipe soal yang disesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik, dan menghadirkan support teacher untuk 

pendampingan proses belajar supaya peserta didik regular dan berkebutuhan 

khusus dapat mengikuti materi yang disampaikan dan menerima proses 

pembelajaran yang sama. 

Keberagaman yang memberikan warna dalam situasi dan suasana di 

sekolah inklusi menurut diantaranya: 

1. Menyediakan program yang layak, menantang, dan aksesible dengan tetap 

memperhatikan aspek kebutuhan khusus pada setiap peserta didik. 

2. Peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik regular memiliki 

suasana yang damai dan harmonis dalam melakukan kegiatan 
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pembelajaran, baik dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat, 

kebersamaan, tolerasi dan saling mengharagai. 

3. Kegiatan pembelajaran di sekolah inklusi berbasis perdamaian, 

demokrasi, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. 

4. Pihak masyarakat di luar sekolah inklusi berpartisipasi dalam 

keberagaman peserta didik, memiliki kepekaan sosial, dalam memberikan 

pelayanan pembelajaran kepada setiap peserta didik disesuaikan dengan 

analisis kebutuhan setiap individu. 

5. Sekolah dapat merespon keragaman peserta didik secara luas dalam hal 

latar belakang sosial, ekonomi dan budaya, pola tingkah laku, 

kemampuan, dan potensi yang berbeda-beda. 

6. Pendekatan yang dilakukan di sekolah inklusi dengan pendekatan 

pembelajaran terpusat pada peserta didik (Teaching Base of Students 

Center). Berkolaborasi secara sistematik, melibatkan guru mata pelajaran, 

orang tua peserta didik, kepala sekolah dan masyarakat. 

Sesuai kebutuhan peserta didik di sekolah inklusi memberikan layanan 

untuk tercapainya tujuan yang diinginkan serta menerapkan program sekolah 

yang telah tersusun dan telah ditentukan. Penyelenggaraan layanan yang 

ditentukan oleh sekolah memberikan kesempatan peserta didik berkebutuhan 

khusus dan persta didik regular tanpa membedakan latar belakang agama, 

budaya, ekonomi maupun suku. Pencapaian yang diinginkan oleh pendidikan 

inklusi yaitu menghasilkan peserta didik yang berkualitas sekalipun 

berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan 

kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya 

sesuai kemampuan. Keberagaman peserta didik di sekolah inklusi bukan 

hanya sebatas perbedaan dari segi fisik, adat, budaya, kebutuhan belajar, dan 

kemampuan. Adapun keberagaman karakteristik dari peserta didik di sekolah 

inklusi yang saling berhubungan diantaranya: 

1. Moral Knowing. Pengajaran yang perlu diketahui oleh peserta didik 

terdapat enam aspek tujuan diajarkannya pengetahuan moral diantaranya 

kesadaran moral, mengetahui tentang nilai moral, penentuan perspektif, 

pemikiran moral, pengambilan keputusan dan pengetahuan pribadi. 

2. Moral Loving. pengajaran yang berfokus pada rasa cinta dan aksih sayang 

yang ada dalam peserta didik. Ada enam aspek yang harus dirasakan oleh 

peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter yaitu memiliki hati 
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Pengkondisian yang dilakukan guru agar siswa belajar merupakan proses 

pembelajaran. Dalam hal itu, siswa melakukan tindakan belajar fisik, psikis, 

dan sosial guna mewujudkan potensi dirinya melalui interaksi dengan materi 

dan bahan ajar. Proses pembelajaran sebagai masalah partisipatif atau 

keterlibatan penuh dalam belajar (Palmer, 2003). Dalam proses ini, siswa 

perlu terlibat aktif dalam interaksi dan berlatih menemukan, 

mengorganisasikan, menyimpan, mengungkapkan dan merefleksi konsep 

peristiwa dan materi agar dapat mengetahui, memahami dan memecahkan 

masalah yang ada. Melibatkan siswa untuk berpartisipasi dalam kondisi yang 

telah dibuat oleh guru. Menyesuaikan strategi dan metode yang digunakan 

oleh guru sehingga aktivitas siswa selaras dengan tujuan yang ditentukan. 

Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru mencoba 

mengimplementasikan strategi dan metode partisipasi agar siswa aktif.  

Tentunya proses yang dilakukan guru dengan memilih strategi dan metode 

dalam kegiatan belajar, juga mempertimbangkan kondisi siswa. Pembelajaran 

terpadu mengharuskan guru agar mempertimbangkan kebutuhan siswa yang 

beragam sehingga menciptakan pembelajaran yang aktif. Situasi siswa yang 

berbeda memungkinkan keaktifan setpa siswa dalam belajar juga berbeda, 

sehingga guru perlu menyesuaikan proses pembelajaran dengan strategi dan 

metode yang berbeda. Meskipun ini sulit dicapai, tetapi strategi dan metode 

adaptif lebih mudah digunakan oleh guru. Strategi dan metode yang 

digunakan guru ditentukan berdasarkan isi materi yang dipelajari siswa, tetapi 

pada setiap tahapan pembelajaran siswa didukung oleh metode yang 

diadaptasi yang dapat mereka gunakan. Penelitian terkini dalam materi 

pelatihan memfokuskan dalam strategi umum yang diterapkan siswa, dengan 

setiap tahapan pembelajaran disesuaikan dengan keterampilan yang dapat 

dilakukan siswa berkebutuhan khusus dalam model sekolah inklusi. 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Menyesuaikan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus di kelas 

inklusi memastikan bahwa siswa penyandang disabilitas dan siswa 

berkebutuhan khusus lainnya disertakan dalam lingkungan belajar bersama 

siswa yang tidak berkebutuhan khusus. Ada tiga prinsip yang perlu 
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dipertimbangkan saat mengadaptasi kurikulum: kehadiran, partisipasi, dan 

pencapaian. 

Prinsip kehadiran dimaksudkan untuk membantu guru mengenali bahwa 

siswa berkebutuhan khusus ada di dalam kelas. Siswa berkebutuhan khusus 

tidak terbatas pada siswa penyandang disabilitas. Kebutuhan khusus muncul 

ketika siswa menemui hambatan dalam satu atau lebih aspek pembelajaran, 

pengembangan dan partisipasi. Oleh karena itu kondisi disabilitas menjadi 

salah satu penyebab terjadinya anak berkebutuhan khusus. Selain disabilitas, 

ada kondisi lain yang menyebabkan anak mengalami hambatan dalam belajar, 

berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Misalnya, ada kendala 

budaya yaitu siswa kelas bawah SD tidak bisa berbahasa Indonesia dengan 

baik. Dalam konteks ini, berbagai faktor penyebab siswa berkebutuhan khusus 

dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu penyebab tetap dan penyebab 

sementara. 

Prinsip kehadiran menekankan pentingnya guru menjadi lebih peka untuk 

mengidentifikasi hambatan dalam pembelajaran, perkembangan, dan 

partisipasi sosial siswa. Oleh karena itu, guru dapat segera melakukan 

identifikasi dan penilaian serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 

mengatasi atau meminimalkan dampak yang akan ditimbulkan pada siswa. 

Prinsip kedua adalah partisipasi. Artinya, semua siswa, termasuk yang 

berkebutuhan khusus, didorong untuk berpartisipasi semaksimal mungkin 

dalam semua kegiatan pembelajaran di kelas inklusi. Kelas inklusi adalah 

sebuah komunitas, sebagai sebuah keluarga, dimana setiap anggota kelas 

memiliki ikatan kasih sayang satu sama lain, nilai dan budaya yang diikuti dan 

dikembangkan, diterima dan dihargai oleh anggotanya. Partisipasi merupakan 

komponen yang sangat penting dari pendidikan inklusi. Partisipasi bagi 

seluruh siswa mengurangi perlakuan diskriminatif, pengucilan dan 

penelantaran, terutama bagi siswa berkebutuhan khusus (Booth, et al. 2000). 

Prinsip pencapaian. Hal ini memudahkan setiap siswa untuk mencapai 

sesuatu. Kinerja merupakan peningkatan prestasi dalam semua aspek 

pembelajaran oleh setiap siswa. Hal ini berarti bahwa setiap siswa mampu 

mencapai prestasi yang lebih besar dalam hasil belajarnya dan mendapat 

pengakuan dan penghargaan atas prestasinya. Semua siswa, termasuk siswa 

berkebutuhan khusus, dinilai keberhasilan akademiknya. Hasil belajar 

teraebut merupakan indicator pengukuran dalam perkembangan belajar siswa 
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A. KONSEP HAM DALAM PENDIDIKAN INKLUSI 

Manusia penyandang cacat adalah mereka memiliki hak fundamental 

layaknya manusia pada umumnya. Sehingga masyarakat Internasional 

memberikan pengakuan terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi 

Manusia penyandang cacat tidak saja dalam bentuk deklarasi, perlindungan 

hak-hak penyandang cacat juga ditetapkan dalam berbagai konvensi yang 

mengikat secara hukum. 

Penggunaan istilah penyandang cacat dalam beberapa istilah menyebut 

dengan disability (kecacatan), disabled person (penyandang cacat), mentally 

retarded (kelainan mental), mentalillines (sakit mental), impairment 

(pelemahan), handicap (cacat fisik) dalam artikel ini istilah yang digunakan 

adalah difabel yang merupakan istilah yang merujuk pada makna orang yang 

memiliki kemampuan dengan bentuk atau metode yang khas yang dipengaruhi 

oleh alat  bantu atau lingkungan yang menopang tipe kemampuannya. Difabel 

merupakan pengIndonesiaan dari akronim Differently Able People-diffable. 

Istilah ini pertama kali diperkenalkan di Yogyakarta pada 1996 sebagai istilah 

tanding dari cacat atau kecacatan atau disable. Kini istilah difabel juga 

sekaligus menjadi identitas pergerakan disabilitas di Indonesia. 

Penyandang difabel secara hukum Internasional telah diakui dalam 

sebuah konvensi tentang hak penyandang disabilitas (Convention on the 

Rights of Person with Disabilities or CRPD) ditetapkan dengan Resolusi 

Umum, oleh Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Konvensi 

ini dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A 

menjadi landasan konstitusional bagi perlindungan hak-hak penyandang 

disabilitas. Hak hidup adalah hak dalam kategori non derogable rights. Hak 

ini merupakan inalienable rights. 

Penyandang disabilitas memperoleh perlakuan secara khusus 

dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai 

pelanggaran Hak Asasi Manusia, oleh karena itu keistimewaan dan perlakuan 

khusus kepada penyandang disabilitas harus ditafsirkan sebagai upaya 

memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Hak 

Asasi Manusia secara universal. Secara prinsip terdapat tiga kewajiban negara 

yaitu, (1) kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill); kewajiban untuk 
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memenuhi hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk 

mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis 

untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi 

hingga pencapaian maksimal. (2) kewajiban untuk melindungi (obligation to 

protect); dan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia juga 

mensyaratkan tindakan aktif dari negara. Negara berkewajiban memastikan 

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi dan/atau 

korporasi. (3) kewajiban untuk menghormati (obligation to respect). 

Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada kewajiban 

negara untuk tidak melakukan campur tangan. Penyediaan peluang campur 

tangan tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme limitasi atau klausula 

reservasi. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi 

manusia. Ketiga kewajiban ini merupakan kewajiban generic, sedangkan 

kewajiban turunan dari kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill) 

adalah mempromosikan (to promote) dan memfasilitasi (to facilitate). 

Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah 

merupakan bagian perlindungan hak asasi manusia, oleh karena itu maka 

prinsipnya juga harus mengacu pada prinsip hak asasi manusia. Manfred 

Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal 

(universality), tak terbagi (indivisibility), saling bergantung (interdependent), 

saling terkait (interrelated). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain 

yaitu kesetaraan (Equality) dan non diskriminasi (non-discrimination). Prinsip 

lain yang juga penting adalah martabat manusia (human dignity). Terkait 

dengan tanggung jawab negara, Jimly Asshiddiqie menjelaskan tanggung 

jawab berkaitan dengan kewajiban. Ridwan HR menjelaskan bahwa tanggung 

jawab dalam teori tanggung jawab adalah sesuatu yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas kewajiban. Indonesia memberi penekanan 

penting terhadap satu prinsip lain yaitu tanggung jawab negara (state 

responsibility). Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas 

menjadi tanggungjawab (responsibility). Tanggungjawab timbul karena 

pelanggaran kewajiban yang dibebankan oleh hukum Internasional. 

Di dunia Internasional beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut 

penyandang cacat yakni disability (kecacatan), disabled person (penyandang 

cacat), mentally retarded (kelainan mental), mental illness (sakit mental), 

impairment (pelemahan), handicap (cacat fisik), kemudian istilah ini 
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A. PENDAHULUAN 

Teknologi informasi merupakan sarana yang sangat penting pada era 

revolusi industri 4.0. Pada era ini, kompetensi sesuai bidang ilmu, soft skill, 

ketangguhan, dan keterampilan teknologi infomasi sangat dibutuhkan untuk 

menjadi unggul. Teknologi informasi diperlukan dalam rangka 

pengembangan dan penguatan dalam segala bidang memerlukan, tidak 

terkecuali dalam bidang Pendidikan.  Dalam pengembangan dan implementasi 

Pendidikan inklusi, teknologi infomasi sangat diperlukan, sekaligus teknologi 

merupakan potensi yang dapat digunakan untuk menyukseskan warga negara 

berkebutuhan khusus sukses studi, memperhatikan Sebagian besar dari 

mereka menyukai teknologi informasi, antara lain lap top dan hand phone. 

 

 

B. TEKNOLOGI INFORMASI 

Teknologi informasi adalah teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk 

percepatan informasi untuk dapat ditransfer dari pihak pertama ke pihak 

kedua: pembicara ke pendengar atau penulis ke pembaca. Teknologi informasi 

sangat diperlukan pada era revolusi industri 4.0, yakni bahwa pada era ini 

transormasi informasi dilakukan melalui on line dengan menggunakan 

internet sebagai penopang utama transfer informasi. Internet becomes tool that 

is significant to transfer informasi. Dalam kaitan dengan teknologi informasi 

ini, computer dan hand phone menjadi fasilitas yang sangat diperlukan 

masyarakat. 

Teknologi sangat berperan dalam percepatan kemajuan bisnis, 

keamananan (security), pariwisata, maupun pedidikan. Teknologi informai 

membuat dunia tanpa batas: jarak, waktu, negara, ras, ekonomi, ideologi 

sehingga dampak positif dan negative dirasakan. Teknologi informasi 

membuat masyarakat mengenal berbagai fasilitas dan layanan, seperti:  

1. computer, 

2.  lap top,  

3. hand phone,  

4. Microft Word,  

5. Microft Excel,  

6. Microsoft Power Point,  

7. Email, Instagram,  
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8. whatsapp,  

9. Instagram,  

10. facebook,  

11. web,  

12. zoom meeting,  

13. zoom meet, layanan desain, dan  

14. pemasaran secara digital (digital marketing).  

 

 

C. TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDIDIKAN 

Dalam dunia Pendidikan, teknologi menjadi sangat penting (Sutopo, 

2020). Pengaruhnya, sekolah dan perguruan tinggi membuka atau 

mengembangkan Pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknologi informasi, 

antara lain bidang (i) teknik informatika, (ii) teknik multimedia dan digital, 

(iii) Teknik multimedia dan jaringan, dan (iv) teknik computer dan jaringan.  

Berdasarkan observasi di lapangan khususnya pada tiga tahun terakhir ini 

di Career Development Centre Politeknik Negeri Jakarta, permintaan lulusan 

bidang teknologi informasi sangat tinggi. Hal tersebut tentu sangat wajar 

karena pada saat ini berbagai kegiatan akan optimal jika didukung dengan 

teknologi infoarmasi.  

Tuntutan penggunaan teknologi dalam dunia Pendidikan sangat tinggi 

pada saat ini, antara lain karena Covid-19 terjadi. Kondisi Covid antara lain 

memerlukan model pembelajaran berbasis teknologi sehigga proses belajar 

mengajar dapat dilakukan dengan menjadi jarak dan kualitas pembelajaran 

tetap terjaga dengan baik. 

Pada saat ini, dosen, guru, mahasiswa, dan pelajar perlu memahami 

platform yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran, seperti 

1. E-learning 

2. Google Meet 

3. Whatsapp Grup 

4. Zoom Meet 

5. Google Class Room 

Berikut ini adalah contoh tampilan Elerning PNJ yang penulis gunakan untuk 

mengajar Bahasa Indonesia untuk mahasiswa Program Studi Diploma 3 
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A. PENDAHULUAN   

Perlindungan anak merupakan suatu konsep yang penting dalam upaya 

memastikan hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi secara baik. Anak-anak 

adalah bagian yang paling rentan dari masyarakat karena mereka belum 

memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Oleh 

karena itu, perlindungan anak menjadi tanggung jawab kita semua. Kebijakan 

perlindungan anak merupakan seperangkat aturan, regulasi, dan tindakan yang 

bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, dilindungi, dan 

dipenuhi. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak, termasuk 

hak atas pendidikan, kesehatan, lingkungan yang aman dan sehat, dan 

perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. 

Pada era masyarakat modern, terutama di era digital yang semakin 

berkembang, anak-anak dihadapkan pada berbagai ancaman baru seperti 

kekerasan dalam dunia maya, penyalahgunaan teknologi, dan tindakan 

kejahatan lainnya yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya 

upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan 

perlindungan yang memadai. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat 

secara keseluruhan harus memperhatikan pentingnya perlindungan anak dan 

menerapkan kebijakan yang tepat. Kebijakan perlindungan anak harus 

melibatkan semua pihak, termasuk orang tua, pendidik, tenaga kesehatan, 

pengambil kebijakan, dan masyarakat luas. Dengan demikian, kita dapat 

menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan harmonis bagi perkembangan 

anak-anak masa depan kita. 

 

 

B. PENGERTIAN PERLINDUNGAN ANAK 

Perlindungan anak adalah suatu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk 

melindungi anak dari segala bentuk ancaman, kekerasan, eksploitasi, 

diskriminasi, penelantaran, dan pengabaian hak-haknya. Tujuan dari 

perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan 

perlindungan yang memadai dan hak-haknya terpenuhi dengan baik. 

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya melindungi anak dari 

berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. 

Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak 

mendapatkan hak-haknya yang seutuhnya dan terlindungi dari segala bentuk 
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kekerasan dan penindasan. Menurut United Nations Children's Fund 

(UNICEF), perlindungan anak adalah suatu tindakan untuk memastikan 

bahwa anak-anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan 

diskriminasi serta dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan aman. 

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah rangkaian upaya yang 

dilakukan untuk memastikan terlaksananya hak-hak anak sebagai individu 

yang memiliki martabat dan harkat yang sama dengan orang dewasa serta 

melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, 

eksploitasi, dan pelecehan. 

 

 

C. PENTINGNYA PERLINDUNGAN ANAK 

Perlindungan anak sangat penting karena anak-anak adalah kelompok 

yang paling rentan dan mudah menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, 

penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Berikut adalah beberapa alasan 

mengapa perlindungan anak sangat penting: 

1. Anak-anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa. Setiap anak 

memiliki hak yang sama dengan orang dewasa, termasuk hak untuk hidup, 

hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk 

diperlakukan dengan baik, dan hak untuk tidak menjadi korban kekerasan 

atau penindasan. Perlindungan anak memastikan bahwa hak-hak anak ini 

dihormati dan dilindungi. 

2. Anak-anak merupakan masa depan bangsa Anak-anak adalah generasi 

penerus bangsa yang akan membawa kemajuan dan kemakmuran di masa 

depan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa anak-

anak mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang baik sehingga 

mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan menjadi generasi 

yang tangguh dan berkarakter. 

3. Anak-anak dapat menjadi korban berbagai bentuk kekerasan dan 

penindasan Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan dan 

mudah menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, 

eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan anak memastikan bahwa 

anak-anak tidak menjadi korban kekerasan dan penindasan, dan jika 
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